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Khonghucu sejak lamatelah menjadi bagian dari kehidupan keimanan masyarakat Indonesia. Sebagian
masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia memeluknya. Dalam perkembangannya, Khonghucu mengalami
berbagai hambatan. Di masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang membatasi
perkembangan kebudayaan, kepercayaan dan agama yang dianut golongan etnis Tionghoa serta berusaha
mensosialisas ikan bahwa hanya ada lima agama (Islam, Katolik, Kristen, Budha dan Hindu) yang dianut
dan diakui sehingga Khonghucu hanya dianggap sebagai kepercayaan, bukan agama. Pengakuan suatu
agama erat kaitannya dengan hukum perkawinan yang berlaku. Dalam hal ini timbul masalah mengenai
dasar keabsahan perkawinan agama Khonghucu dan bagaimana prakteknya di Kantor Catatan Sipil. Untuk
menjawab masalah tersebut, skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan lapangan, dimana
data yang diperoleh berasal dari bahan-bahan pustaka dan hasil wawancara. Status K honghucu sebagai
agamayang diakui sebenarnyatelah jelas tercantum dalam UU No.1/PNPS/1965 yang menyatakan
Khonghucu adalah salah satu agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974
menyebutkan bahwa perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya, dan pada ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Oleh karenaitu, bila perkawinan oleh pasangan beragama Khonghucu telah di lakukan sesual
ketentuan dan tata cara yang ditetapkan dalam agama Khonghucu serta telah dianggap sah, maka
perkawinan tersebut harus pula diakui keabsahannya oleh negara dan dapat dicatat sesuai peraturan yang
berlaku. Tetapi dalam prakteknya di Kantor Catatan Sipil, perkawinan agama Khonghucu di tolak untuk
dicatat dengan alasan agama Khonghucu tidak diakui dan dibina oleh Departemen Agama. Hal ini tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jaminan kemerdekaan beragama dari negara
bagi tiap-tiap penduduk.
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